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MOTTO :

“Sampah itu bukan hanya sekedar dibakar sama dibuang! Didaur juga bisa!”.

“Sampah dan limbah adalah musuh dari alam yang harus kita musnahkan™ '

! Faozan Tri Nugraha, 2020, https://today
Jine.me/id/v2/article/4 1 +kata+kata+slogan+Pentingnya+menjaga+lingkungan-+hidup+yuk+Buat+
alam-+tetap+Lestari-Ig6epe, diakses pada 6 Januari pukul 09.33 WIB
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RINGKASAN

Skripsi dengan Judul Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam
Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor
56 Tahun 2019 terdiri dari 4 (empat) bab dan masing-masing terdiri dari uraian-
uraian yang terkait satu sama lain dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan.

Pendahuluan merupakan bagian yang menguraikan tentang latar belakang,
rumusan masalah, tujuan penulisan dan metode penelitian. Dalam bab ini
dijelaskan mengenai Latar Belakang dan uraian singkal mengenai kasus
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam Pengurangan Penggunaan
Kantong Plastik Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019. Dalam
rumusan masalah terdapat 2 (dua) point yang pertama mengenai Bagaimana
penegakan hukum Dari Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2019
dikalangan masyarakat, pasar tradisional, dan pasar modern, yang kedua upaya
hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam memaksimalkan Peraturan
Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2019. Dalam bab ini dijelaskan pula mengenai
tujuan penulisan skripsi yang secara umum dibuat untuk memenuhi persyaratan
pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember, untuk
menerapkan ilmu dan pengetahuan di bidang hokum yang telah diperoleh di
bangku perkuliahan yang kemudian diaplikasikan di masyarakat, serta sebagai
bentuk kontribusi pemikiran dan wawasan ilmu hukum khususnya di bidang
Perbankan dimana hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi
almamater, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan masyarakat
umum, sedangkan secara khusus adalah untuk memahami dan mengetahui
bagaimana Penegakan hukum terhadap Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56
Tahun 2019 di kalangan masyarakat, pasar tradisional, dan pasar modern, dan
untuk memahami dan mengetahui upaya hukum yang dapat dlakukan oleh
pemerintah dalam memaksimalkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun
2019. Penulisan skripsi ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian yuridis
normatif. Pendekatan masalah peneliti menggunakan pendekatan perundang-
undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conseptual Approach),
dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hokum
sekunder, dan bahan non hukum. Analisa menggunakan metode deduktif sehingga
pemecahan masalah dengan mengaplikasikan teori atau konsep yang bersifat
umum untuk menjelaskan tentang data.

Tinjauan pustaka dari skripsi ini membahas yang pertama mengenai
pengertian pemerintah daerah, pengertian dan wewenang pemerintah daerah,
pengertian perangkat daerah, tugas pokok perangkat daerah dan susunannya,
pengertian kebijakan daerah, tahap penyusunan kebijakan daerah, pengertian
peraturan daerah, prosedur pembentukan peraturan daerah, kedudukan peraturan
daerah, pengertian sampah, jenis — jenis sampah.

Pembahasan yakni inti dari penulisan skripsi yang merupakan hasil
pemikiran dari penelitian yang memuat jawaban atas rumusan masalah yakni, 1.
Penegakan hukum terhadap Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56
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Tahun 2019 dikalangan masyarakat, pasar tradisional, dan pasar modern, 2. upaya
hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam memaksimalkan Peraturan
Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2019.

Penutup yang terdiri dar1 kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah
pernyataan akhir yang dinyatakan oleh penulis sebagai intisari atas masalah yang
diuraikan atau diteliti dalam bab 3 sebagai pembahasan, sedangkan mengenai
saran merupakan masukan-masukan oleh penulis atas penelitian yang telah
dilakukan dengan harapan supaya dapat memberikan kontribusi yang berharga
dan lebih baik lagi. Adapun kesimpulan dari penulisan skripsi ini yaitu, yang
pertama, di Indonesia hanya terdapat peraturan bupati yang mengatur mengenai
pengelolaan sampah, banyak peraturan mengenai sampah namun sayangnya tidak
ada yang mengatur secara spesifik mengenai plastik. Perlu dilakukan perbaikan
hukum agar sesuai dengan permasalahan lingkungan terutama sampah plastik.
Yang kedua, peran pemerintah dalam menyikapi penggunaan kantong plastik
dengan melakukan himbauan untuk menggunkan kantong plastik alternatif. Sesuai
Pasal 17 dan 18 Peraturan bupati Lumajang nomor 56 tahun 2019 bahwa
pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan serta memberikan sanki
administratif yang berupa peringatan tertulis. Sementara saran dari penulis dalam
penelitian ini yaitu: 1) Kepada pemerintah Kabupaten Lumajang diharapkan
melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait kantong plastik ramah
lingkungan, 2) Kepada Pemerintah perlu adanya pengaturan yang mewajibkan
produsen biji plastik untuk meproduksi plastik ramah lingkungan, 3) Kepada para
pelaku usaha dapat menyediakan kantong belanja ramah lingkungan.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Pasal 18 ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kemudian disingkat UUD
1945 terbagi atas beberapa provinsi, serta provinsi tersebut juga dibagi menjadi
beberapa kabupaten dan kota. Setiap provinsi, daerah, maupun kota mempunyai
pemerintahannya sendiri namun saling berkolerasi sebab menjadi satu kesatuan.
Daerah Provinsi dipimpin oleh seorang Gubernur, daerah Kabupaten dipimpin
oleh seorang bupati, serta kota dipimpin oleh seorang Walikota. Lebih lanjut,
setiap orang diberikan hak untuk mendapatkan kehidupan yang baik dan dapat
diwujudkan dengan lingkungan yang sehat. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal
28 H ayat (1) UUD 19452 Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa
pemerintah wajib memberikan pelayanan umum dalam mengelola sampah, ketika
sampah dikelola dengan benar maka dapat menciptakan lingkungan yang bersih
dan sehat. Lingkungan yang bersih serta sehat sangat diperlukan oleh masyarakat,
karena masyarakat tentunya akan merasa sangat nyaman. Dalam hal pengelolaan
sampah di suatu daerah, maka yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola
sampah tersebut adalah pemerintah. Dalam mengelola sampah, pemerintah dapat
menjalin kerjasama dengan suatu badan usaha. Selain bekerjasama dengan badan
usaha, pemerintah juga dapat mengajak organisasi persampahan dan kelompok
masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam mengelola sampah. Pemerintah perlu
mendapatkan payung hukum dalam mengelola sampah agar pelaksanaannya
terpadu, dalam hal ini pemerintah membutuhkan sebuah peraturan perundang —
undangan. Salah satu bentuk pengurangan dampak sampah adalah dengan
mengurangi penggunaan kantong plastik, karena sampah plastik sangat sulit untuk

diuraikan dalam siklus lingkungan hidup.

? Payaman Simanjuntak, 1986, Pengantar Sumber Daya Manusia, Jakarta, Lembaga
Penerbit Universitas Indonesia, hlm.22
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Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tentang norma menyatakan bahwa pondasi
dalam mengelola lingkungan hidup yang dimana air serta kekayaan alam yang
terkandung di dalam bumi dapat dikuasi negara untuk dipergunakan dalam
mencapai kesejahteraan rakyat. Pemerintah serta masyarakat dapat tetap menjaga
fungsi dan kelestarian lingkungan dengan upaya terpadu yakni melakukan
perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, serta memelihara lingkungan. Hal
tersebut telah tertuang pada Pasal 1 angka 2 UU No. 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup. Bagi pihak yang didapati
melakukan pencemaran lingkukan, pemerintah dapat dengan tegas menegakkan
hokum dan memberikan sanksi untuk membuat jera. Benda, daya, serta makhluk
hidup merupakan satu kesatuan dari sebuah lingkungan. Didalam lingkungan
tersebut terdapat manusia yang merupakan salah satu dari makhluk hidup,
perilaku manusia dapat memberikan sebuah pengaruh dala kelangsungan hidup
makhluk lainnya.’ Dengan adanya hubungan antara makhluk hidup dengan
lingkungan dapat menunjukkan makhluk hidup dalam kehidupannya yang saling

berinterksi dengan lingkungannya.*

Sampah plastik selalu menjadi permasalahan dalam pencemaran
lingkungan hidup di negara Indonesia. Dengan adanya kemajuan teknologi
manusia diharapkan dapat memecahkan atau menyelasaikan suatu permasalahan
lingkungan yatu dengan adanya sampah plastik. Dalam tingginya pola konsumsi
manusia dapat menambahkan dalam produksi sampah plastik setiap harinya
dikawasan pekotaan. Bebrapa penyebab semakin menambahnya produksi plastik
yaitu dengan semakin naiknya jumlah angka berkembangnya penduduk,
perkembangan ekonomi, sifat konsumtif masyarakat, dan bangunan. Bermacam -
macam cara dalam mengatasi kotoran plastik telah mencapai tahap kritis dan sulit
terpecahkan serta dengan adanya daur ulang alam pun tidak dapat mendukung.
Dalam mengelola sampah terdapat suatu unsur yang sangat penting yaitu

kewenangan pemerintah, hal tersebut karena pemerintah dapat mengerti

3 Adi Hamzah, 2005, Penegakan Hukum Lingkungan, Jakarta, Sinar Grafik, hlm. 1
* Muhammad Akib, 2004, Hukum Lingkungan Prespektif Global dan Nasional Edisi Revisi,
Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 2
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bagaimana peluang terjadinya perubahan guna membenahi celah yang terdapat
pada peraturan pengelolaan plastik dan sampah plastik. Dengan kewenangan yang
dimiliki oleh pemerintah, maka pemerintah dapat menciptakan sebuah peraturan
atau kebijakan tenang pengelolaan sampah di daerahnya. Hal ini juga sejalan
dengan penjelasan pada Bagian 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2008 tentang Sampah, bahwa kewenangan adalah kunci bagi Pemerintah Daerah
untuk merumuskan sebuah kebijakan dalam menanggulangi pengelolaan sampah
di daerah. Berikut adalah kegiatan dari pemerintah pusat dan daerah sebagai

bentuk dari kewenangan yang dimilikinya dalam upaya mengelola sampah:

a. Menetapkan sebuah target secara bertahap dalam pengurangan sampah
dalam kurun waktu tertentu

b. Menyediakan fasilitasi teknologi yang ramah bagi lingkungan sekitar;

¢. Memberikan fasilitasi label produk yang ramah bagi lingkungan;

d. Memberikan fasilitasi menggunakan produk yang berasal dari hasil daur
ulang

e. Memberikan fasilitasi dalam memasarkan produk yang merupakan hasil

dari daur ulang

Berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam
mengelola ssampah perlu didasarkan pada tanggung jawab, asas berkelanjutan,
kemanfaatan, keamanan serta ekonomi. Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah
penduduk yang memasuki kategori sangat besar serta memiliki tingkat
petumbuhan yang juga tinggi. Dengan tingginya tingkat pertumbuhan maka
masyarakat akan cenderung memiliki sifat yang konsumtif sehingga akan
berdampak pada bertambahnya jumlah dan jenis sampah yang dihasilkan dari sifat
konsumtif tersebut. Masyarakat yang berada di Jawa Timur sebagian besar masih
memiliki pandangan serta pemikiran bahwa sampah adalah suatu barang sisa yang
tidak berguna dan tidak menimbulkan dampak apapun, masyarakat berpiki bahwa
sampah adalah suatu hal yang tidak memiliki manfaatkan. Faktanya jika
masyarakat dapat berpikir secara kreatif, banyak sampah yang dapat didaur ulang

sehingga dapat memberikan nilai ekonomis serta memberikan pemasukan
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keuangan. Saat ini langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola
sampah adalah dengan melakukan pembatasan pemakaian produk yang dapat
menambah jumlah sampah seperti contohnya kantog plastik, sehingga pemerintah
menghimbau untuk menggunakan kembali barang yang dapat dipakai. Dalam hal
ini contohnya masyarakat dihimbau untuk menggunakan tas yang dapat
digunakan kembali dalam berbelanja sehingga tidak lagi menggunakan plastik,
selain itu pemerintah juga menganjurkan untuk dilakukannya pendauran ulang
agar sampah dapat digunakan kembali dan memiliki nilai ekonomis. Dalam hal
penanganan, pemerintah melakukan pemilahan pada tahap awal kemudian
dilakukan pengumpulan dan setelah dikumpulkan maka proses selanjutnya adalah
pengangkutan. Setelah sampah diangku maka selanjutnya proses pengolahan, dan

terakhir adalah tahap pemrosesan.

Penggunaan kantong plastik salah satu penyebab timbulnya sampah.
Sampah plastik di wilayah Kabupaten Lumajang selalu meningkat jumlah
konsumsi perharinya. Kabupaten Lumajang bergerak untuk menekan jumlah
pengguna kantong plastik yang biasa dipergunakan pada saat berbelanja di pasar
tradisional, pasar modern, maupun supermarket. Akhirnya Pemerintah Kabupaten
Lumajang telah membentuk sebuah Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019
tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai. Peraturan tersebut
memiliki tujuan untuk melindungi Kabupaten Lumajang agar lingkunagnnya tidak
tercemah dan rusak, lingkungan yang tercemar dan rusak dapat diakibatkan dari
kegiatan masyarakat yang terlalu banyak menggunakan plastik. Pemerintah
daerah Kabupaten Lumajang membentuk peraturan tersebut juga untuk
mengedukasi masyarakat untuk memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga
lingkungan sekitar agar tidak tercemar dan rusak. Pemerintah Kabupaten
Lumajang perlu mengingatkan masyarakat akan bahayanya penggunaan sampah
plastik karena dapat menyebabkan lingkungan rusak. Plastik adalah salah satu
sampah yang memiliki sifat susah diurai, membutuhkan waktu puluhan tahun

hingga ratusan tahun bahkan ribuan tahun untuk mengurai sampah plastik. Oleh


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

sebab itu pemerintah sangat perlu membentuk peratuan guna menekan

penggunaan plastik.

Pemberlakuan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 bertujuan agar
dapat mengatasi permasalahan sampah yang ditimbulkan dari pemakaian kantong
plastik. Dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2019 mengatur tentang
larangan kantong plastik digunakan bagi pelaku usaha, oleh sebab itu digantikan
dengan mengguakan tas yang ramah lingkungan karena dapat dipakai berulang
kali. Sepautnya seluruh masyarakat Kabupaten Lumajang turut mendukung serta
melaksanakan Peraturan Pemerintah Kabupaten Lumajang Nomor 56 tahun 2019

baik dari pihak masyarakat maupun dari pihak pelaku usaha.

Dalam perkembangannya, meskipun Peraturan Bupati Nomor 56 tahun
2019 melarang dalam menggunakan kantong plastik, namun peraturan tersebut
belum terlaksana sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk
membahas mengenai pengurangan sampah yang dituangkan dalam bentuk skripsi
dengan judul: “KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DALAM PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2019
TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI
PAKAI”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka terdapat beberapa rumusan

masalah yang akan dibahas dalam karya tulis ini, yaitu:

1 Bagaimana penegakan hukum dari Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56
Tahun 2019 dikalangan masyarakat, pasar tradisional, dan pasar modern?

2 Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam
memaksimalkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2019?
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1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah

sebagai berikut :

1 Memahami dan mengetahui bagaimana penegakan hukum Peraturan

Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2019 di kalangan masyarakat, pasar

tradisional, dan pasar mdern.

2 Memahami dan mengetahul upaya hukum yang dapat dlakukan oleh

pemerintah dalam memaksimalkan Peraturan Pemerintah Bupati

Lumajang Nomor 56 Tahun 2019.

1.4

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dart penulisan skripsi ini adalah

sebagai berikut :

1

Memenuhi persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai
gelar Sarjana Hukum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
oleh Fakultas Hukum Universitas Jember.

Sebagai bentuk kontribusi pemikiran dan wawasan ilmu hukum dari
perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik khususnya di bidang
kebijakan pemerintah Kabupaten Lumajang Nomor 56 Tahun 2019
tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai.

Sebagai sarana menerapkan ilmu dan pengetahuan di bidang hukum,
yang telah diperoleh di bangku perkuliahan yang Kkemudian

diaplikasikan di masyarakat.

1.5 Metode Penelitian

Sebuah metode penelitian merupakan suatu unsur yang sangat penting.

Dalam melakukan penelitian, penulis harus menggunakan meode yang tepat dan

sesuai dengan tema yang akan dibahas. Dalam menyusun sebuah penelitian,
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penulis harus berpedoman kepada metode penilitian guna mendapatkan hasil yang
kongkrit. Dengan menggunakan metode penelitian, penulis dapat menggali
informasi sehingga kemudian dapat di olah untuk selanjutnya dirumuskan
mengenai bahan hukum yang akan menjadi dasar dari penelitian. Dengan
menerapkan metode penelitian, nantinya penulis akan dapat menarik kesimpulan

mengenai tema yang dibahas. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut:’
1.5.1 Tipe Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan tipe penelitian yuridis
normatif. Yuridis normatif artinya adalah ketika mengangkat suatu permasalahan
kemudian dilakukan pembahasan dan diuraikan difokuskan dengan menerapkan
hokum positif yaitu peraturan — peraturan yang berlaku saat ini. Dalam menyusun
skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan
melakukan pengkajian terhadap segala jenis peraturan hukum, literatur yang
berkaitan dengan tema penelitian yang kemudian penulis hubungkan dengan

rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan.
1.5.2 Pendekatan Masalah

Dalam menyusun skripsi terdapat beberapa pendekatan yang dapat
digunakan oleh penulis, tentunya pendekatan yang digunakan harus memiliki
kolerasi dengan tema yang diambil oleh penulis. Terkait hal itu, maka terdapat 2

(dua) pendekatan yang dipakai oleh penulis, yaitu:
1. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach)

Dengan menggunakan pendekatan ini, maka penulis akan menelaah
peraturan perundang — undangan yang memiliki keterkaitan dengan tema skripsi
yang diambil oleh penulis. Kemudian hasil dari prose menelaah tersebut dijadikan

suatu pendapat untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang ada.®

3 Peter Mahmud Marzuki, 2016, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media
Group, hlm.194
& Ibid, hlm. 93
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2. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach)

Dengan menggunakan pendekatan ini, maka penulis akan merujuk pada
prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan doktrin para ahli.” Hal tersebut dapat
penulis temukan melalui literatur, jurnal, maupun karya ilmiah yang berkaitan

dengan permasalahan atau tea skripsi yang diambil.
1.5.3 Bahan Hukum

Dalam memecahkan suatu permasalah yang dihadapi oleh penulis, maka
penulis akan mencari sebuah bahan hukum yang akan digunakan untuk
memecahkan permasalahan yang ada. Terdapat 3 (tiga) jenis bahan hukum yang
akan dipergunakan oleh penulis yaitu terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan

hukum sekunder, dan bahan non hukum.
a. Bahan Hukum Primer

Primer memiliki arti pertama atau utama, sehingga hahan hukum primer
adalah sebuah bahan hukum yang memiliki otoritas. Perundang- undangan, atau
sebuah risalah yang terdapat pada pembuatan perundang undangan dan putusan
hakim merupakan bagian dari bahan hukum primer. Berikut merupakan bahan

hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi:

1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

4  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pengelolaan Sampah

5 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur

6 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pengurangan

Penggunaan Plastik Sekali Pakai.

" Ibid, hlm. 138
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b. Bahan Hukum Sekunder

Sekunder memiliki arti kedua, sehingga dalam menyusun skripsi penulis
tidak hanya menggunakan bahan hukum primer yang mememiliki otoritas namu
juga menggunakan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder bukanlah
sebuah hukum yang sedang berlaku,” namun bahan hukum sekunder adalah suatu
bahan yang terdiri dari buku literatur, jurnal, karya ilmiah, dan notulen yang

berkaitan dengan permasalahan dan tema skripsi yang diambil oleh penulis.
¢. Bahan Non Hukum

Bahan hukum primer dan sekunder ditunjang dengan adanya bahan non
hukum yang berupa internet ata sebuah laporan dari penelitian non hukum selama
masih memiliki keterkaitan dengan permasalahan dan tema skripsi yang diambil

oleh penulis.’
1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Dalam menyusun skripsi dan ketika menarik kesimpulan penulis
mengunakan metode analisa bahan hukum deduktif vang merupakan suatu metode
berdasarkan konsep yang memiliki sifat umum lalu digunakan untuk menjelaskan
tentang seperangkat data secara sistematis. Penjelasan tersebut didapatkan dari
bahan hukum yang digunakan penulis baik itu peraturan perundang — undangan,

literature, jurnal, maupun karya ilmiah

Langkah yang dilakukan penulis untuk menyusun sebuah penelitian

sebagai berikut:

a) Mengidentifikasi fakta hukum untuk menetapkan isu hukum yang
hendak dipecahkan ;

b) Pengumpulan bahan hukum yang relevan ;

§ Scerjono Soekanto, 2006, Penelitian Hukum Normatif Suaiu Tinjauan Singkat, PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta, hlm.165

? Peter Mahmud Marzuk, Op.Cit, hlm. 164

19 Ibid, hlm. 171
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¢) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-
bahan yang telah dikumpulkan

d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu
hukum

e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun

di dalam kesimpulan.

Langkah yang diakukan oleh penulis telah sesuai dengan karakter ilmu
hukum yang merupakan ilmu terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan
mempelajari mengenai tujuan hukum serta keadilan, dalam menjalakan aturan
hukum biasanya ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan, dan
rambu-rambu. Sechingga langkah tersebut dapat diterapkan untuk kebutuhan

praktis maupun kajian akademis.
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BABII

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemerintahan Daerah
2.1.1 Pengertian Pemerintahan Daerah

Pemerintahan, pemerintah, dan pemerintah daerah memiliki arti yang
dibedakan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. Pemerintah memiliki arti yaitu sorang pemimpin pusat
yakni seorang presiden, dimana seorang presiden memiliki kendali kekuasaan
untuk menjalankan pemerintahan. Pemerintah daerah merupakan pemimpin
didalam sebuah wilayah baik provinsi, kota, maupun kabupaten. Wilyah provinsi
dipimpim oleh seorang gubernur, wilayah kota dipimpin oleh seorang walikota,
sedangkan wilayah kabupaten dipimpin oleh seorang bupati. Pemimpin tersebut
memiliki kekuasaan dibawah presiden untuk menjalankan peerintahan disuatu
wilayah, pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk mengatur wilayahnya
masing - masing. Sedangkan kata pemerintahan daerah adalah sebuah
penyelenggaraan urusan pemerintahan di suatu daerah yang dijalankan oleh

pemerintah daerah beserta DPRD.!!

Urusan pemerintahan daerah di selenggarakan oleh pemerintah daerah
beserta DPRD, pemerintah daerah sendiri merupakan seorang gubernur untuk
daerah provinsi, bupati untuk daerah kabupaten, dan walikota untuk daerah kota.
Pemerinah daerah didampingi oleh perangkat daerah guna membantu kinerja
pemerintah daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah suatu
badan legislatif daerah yang dipilih oleh masyarakat untuk menyalurkan
aspirasinya, berbeda dengan DPRD yang merupakan badan legislative maka
pemerintah daerah adalah sebuah badan eksekutif. Tujuan memisahkan antara
DPR dengan pemerintah daerah adalah karena DPRD merupakan sebuah

' Jimly Assiddigie, 2005, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta,
Konstitusi Press, hlm.278

11
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komponen penting dan sentral ketika menjalankan pemerintahan daerah. Adanya
kontribusi DPR mencerminkan wujud kedaulatan ditingkat daerah, DPR

berkontibusi dalam menentukan kebijakan pemerintahan dan pembangunan.
2.1.2 Pengertian dan Wewenang Pemerintah Daerah

Pemerintahan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan merupakan
subjek penyelenggaranya yaitu seorang pemimpin, baik itu presiden, gubernur,
bupati, ataupun walikota. Daerah provinsi dipimpin oleh seorang gubernur, daerah
kabupaten dipimpin oleh seorang bupati, dan daerah kota dipimpin oleh seorang
walikota. Hal tersebut telah tertuang dan dijelaskan dalam UUD 1945, istilah
pemerintah dan juga pemerintahan dibedakan dan tertuang dalam Bab III dan Bab
IV UUD 1945. Pada Bab 1II tertuang mengenai kekuasaan pemerintahan negara,

sedangkan pada Bab tertuang mengenai Pemerintah Daerah.'?

Pemerintahan pusat diselenggaran oleh seorang presiden dan dibantu
seorang wakil presiden, dalam masa jabatannya presiden memilih menteri —
menteri yang disebut sebagai kabinet pemerintahan. Dalam pemerintahan daerah
diselenggarakan oleh pemerintah daerah beserta DPR. Kepala daerah adaah
seorang pemimpin yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah,
pemimpin untuk daerah provinsi adalah seorang gubernur. Selain gubernur yang
memipin daerah provinsi juga terdapat bupati yang menjadi kepala daerah untuk
daerah kabupaten, serta seorang walikota yang menjadi kepala daerah untuk
daerah kota. Setiap kepala daerah tentunya dibantu seorang wakil kepala daerah
guna membantu segala urusan pemerintahan. Wakil kepala daerah provinsi
disebut wakil gubernur karena menjadi wakil dari seorang gubernur, untuk daerah
kabupaten seorang wakil kepala daerah disebut sebagai wakil bupati karena
menjadi wakil dari seorang bupati, sedangkan wakil kepala daerah kota disebut

sebagai wakil walikota.

12 Jimly Assiddiqie, 2007, Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi,
Jakarta, PT. Bhuana Ilmu Populer, hlm.411
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Secara umum pemerintahan daerah merupakan suatu proses sebuah
kegiatan antara kepala daerah atau pemerintah yang memiliki wewenang dengan
masyarakat yang merupakan pihak penerima atau pelaksana wewenang tersebut.
Kekuasaan pemerintah daerah adalah dibawah pemerintah pusat, oleh sebab itu
pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk
melakukan tindakan yeng berkaitan dengan kepentingan masyarakat di daerah
tersebut. Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah
untuk menatur urusan daerahnya sendiri, sehingga apabila terdapat urusan yang
sifatnya nasional maka itu merupakan tanggung jawab pemerintah pusat untuk
menanganinya.'* Otonomi penyelenggaraan pemrintahan adalah hubungan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah karena Indonesia merupakan sebuah
negara kesatuan dan hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945. Pasal 18
ayat (1) UUD 1945 juga menyatakan bahwa Indonesia dibagi menjadi beberapa
propinsi, sedangkan propinsi juga dibagi menjadi beberapa kabupaten dan kota.
Setiap daerah yang yang terbagi memiliki masing masing kepala daerah namun
dengan tigkatan yag berbeda. Artinya adalah bahwa daerah propinsi di pimpin
oleh seorang gubernur yang membawahi bupati sebagai kepala daerah kabupaten
dan walikota sebagai kepala daerah kota. Dalam menjalankan pemerintahannya,
pemerintah daerah harus berdasar pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan
efesiensi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib BAGI
pemerintahan berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan,
sarana dan prasarana. Sedangkan urusan pemerintahan pilithan berkaitan dengan
potensi unggulan atau komoditas daerah. Urusan wajib pemerintahan daerah
propinsi diatur dalam Pasal 9 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, meliputi:'*

1 Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, konkuren,

dan urusan pemerintahan umum.

3 Ihid
4 Bungaran Antonius Simanjuntak, 2010, Otonomi Daerah, Etmonasionalisme, dan
Masa Depan Indonesia, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 113
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Urusan pemerintahan absolut adalah wurusan Pemerintahan yang
sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Urusan pemerintahan konkuren urusan Pemerintahan yang dibagi antara
Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar
pelaksanaan Otonomi Daerah.

Urusan pemerintahan umum urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan pilihan adalah sebuah urusan yang bertujuan untuk

mengembangkan potensi atau produk yang menjadi ciri khas dan komoditas

daerah tersebut, dimana barang atau komoditas ini berbeda dari daecrah yang

lainnya. Bagian integral dari kebijakan nasional adalah dengan dibuat dan

dilaksanakannya suatu kebijakan daerah. Perbedaannya terletak pada bagaimana

cara pemerintah dalam menfaatkan suatu potensi yang dapat menjadi inovasi dan

daya saing daerah. Pasal 13 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah antara lain meliputi:

1

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan
Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip
akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta Kepentingan strategis

nasional.

2 Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:

a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau
lintas negara;

b. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas
Daerah provinsi atau lintas negara;

c. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih

efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
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d. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan

nasional.'?

Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah untuk mengurus potensi

dari daerah tersebut, apabila daerah tersebut memiliki potensi atau komoditas

tertentu yang dapat mencerminkan cir1 khas maka pemerintah daerah patut untuk

mengembangkan potensi atau komoditas tersebut. Hal ini memiliki tujuan pasti

yaitu guna kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Dalam melaksanakan

penyelenggaraan pemerintahan daerah , maka kepala daerah mempunyai tugas

dan wewenang, sebagai berikut £

1

Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan
yang ditetapkan bersama DPRD;

Mengajukan rancangan peraturan daerah;

Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD
untuk dibahas dan ditetapkan bersama;

Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;

Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk
kuasa hukum untuk mewakilinya sesual dengan peraturan perundang-
undangan; dan

Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Selain tugas dan wewenang, kepala daerah juga mempunyai kewajiban

yang dituangkan dalam Pasal 27 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu:

1

Pasal 25 dan Pasal 26 menjelaskan kewajiban kepala daerah dan wakil
kepala daerah sebagai berikut:

S Ibid, hlm. 114
16 Op. Cit, hlm. 113
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a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan

Republik Indonesia;

=

Meningkatkan kesejahteraan rakyat;

Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

e 0

Melaksanakan kehidupan demokrasi;

@

Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang- undangan;
f. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah;
g. Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;
h. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan
keuangan daerah;
j.  Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah
dan semua perangkat daerah;
k. Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan
daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.
Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan
memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta
menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada
masyarakat.
Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah disampaikan kepada
Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur, dan kepada
Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota 1 (satu)
kali dalam 1 (satu) tahun.
Laporan akan digunakan Pemerintah sebagai dasar untuk melakukan
evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Wakil kepala daerah mempunyai beberapa tugas:
a. Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan

daerah;
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b. Membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan
instansi vertikal, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil
pengawasan  aparat  pengawasan, serta  mengupayakan
pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan
hidup;

c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan
kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi;

d. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di
wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala
daerah kabupaten/kota;

e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam
penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah;

f. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang
diberikan oleh kepala daerah; dan

g. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala

daerah berhalangan.

Selain danya pemerintah daerah dan juga DPR, juga terdapat dinas daerah
yang bertugas sebagai pelaksana. Dinas daerah dipimpin oleh seorang kepala yang
dibawahi langsung oleh kepala daerah, dinas daerah juga bertanggung jawab
kepasa kepala daerah yang dilakukan melalui sekretaris pemerintah daerah. Dalam
menyelenggarakan pemerintahan daerah, seorang Kkepala daerah memiliki
kewenangan untuk membuat sebuah kebijakan, dan kebijakan tersebut

dilimpahkan kepada dinas daerah untuk dilaksanakan.'”

Dinas daerah sebagai pelaksana kebijakan yang dilimpahkan oleh
pemerintah daerah memiliki fungsi untuk merumuskan kebijaksanaan teknis
sesuai dengan ruang lingkup, memberikan izin dan pelaksanaan kepada pelayanan
umum, serta memberikan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya. Pada tingkat

Propinsi, sebanyak- banyaknya membutuhkan 10 (sepuluh) dinas daerah. Pada

7 Akil Mochtar,2008, Kewenangan Pusat dan Daerah Dalam Pembangunan Daerah di
Era Otonomi, www.akilmochtar.com, diakses: 4 Juli, 17:11 WIB.
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tingkat Kabupaten/Kota membutuhkan sebanyak-banyaknya 14 (empat belas)
dinas daerah. Dalam melaksanakan kewenanangannya, daerah propinsi
membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Propinsi (UPTD2P) untuk mendukung
pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah. UPTD2P memiliki wilayah kerja
yang meliputi 1 (satu) atau beberapa daerah Kabupaten /Kota. Sedangkan pada
daerah Kabupaten/Kota dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten/Kota
untuk membantu kerja Dinas yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau

beberapa kecamatan.'®

Lembaga teknis daerah propinsi/kota dibentuk untuk membantu tugas
pemerintah daerah, lembaga teknis dipimpin oleh seorang kepala yang bekerja
secara langsung dibawah pemerintah daerah. Dan sama halnya dengan dinas
daerah, bahwa lembaga teknis juga memberikan laporan kepada pemerintah
daerah melalui sekretaris daerah. Lembaga teknis melaksanakan tugas di bidang
penelitian dan pengembangan, perencanaan, pengawasan, pendidikan dan
pelatihan, perpustakaan, kearsipan, dan dokumentasi, kependudukan dan
pelayanan kesehatan. Bidang — bidang yang merupakan tugas bagi lembaga teknis
merupakan pekerjaan yang tidak tercakup oleh Sekretaris Daerah dan Dinas

Daerah.
2.2  Perangkat Daerah
2.2.1 Pengertian Perangkat Daerah

Pemerintah daerah dalam menjalankan penyelenggaraan daerah selain
dibantu oleh DPRD, dinas daerah, serta lembaga teknis juga dibantu oleh
perangkat daerah. Hal ini berdarkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal tersebut menyatakan bahwa
Perangkat Daerah membantu kepala daerah beserta DPR dalam penyelenggaraan
pemerintahan. Perangkat daerah dalam membantu urusan Kkepala daerah
melaksanakan bidang yang terdiri dari unsur staf diwadahi langsung dalam

sekretariat daerah dan DPR, unsur pelaksana diserahkan diwadahi dalam dinas

3 Ibid
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daerah, dan penunjang ang diwadahi oleh badan daerah. Sedangkan unsur
penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Pada daerah
kabupaten/kota untuk melaksanakan fungsi koordinasi maka dibentuklah
kecamatan, kemudian kecamatan akan menjadi salah satu perangkat daerah yang

membantu kewenangan daerah kabupaten/kota.'”

Pemerintah dalam membentuk perangkat daerah juga memerlukan
beberapa aspek yang menjadi bahan pertimbangan. Faktor luas wilayah, jumlah
penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas menjadi aspek
bahan pertimbangan dalam membentuk perangkat daerah. Kepala Daerah dalam
menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah yang
terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Perangkat Daerah,
tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi
nyata di masing-masing Daerah. Sejalan dengan prinsip penataan organisasi

perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.*
2.2.2 Tugas Pokok Perangkat Daerah dan Susunannya

Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang

terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu:

1 Kepala Daerah (strategic apex)

2 Sekretaris Daerah (middle line)

3 Dinas Daerah (operating core)

4 Badan/fungsi penunjang (technostructure), dan
5

Staf pendukung (supporting staff).

Pelaksana fungsi (operating core) inti diemban oleh dinas daerah, yang
bertugas sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan pemerintahan
daerah. Dinas daerah membantu kepala daerah dalam urusan wajib maupun

urusan pilihan. Sedangkan dalam pelsanaan fungsi penunjang (technostructure)

¥ Djuhad Mahja, 2008, Kewenangan Otonomi Daerah, Undip, Semarang, hlm. 50-51
20 Ibid
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diemban oleh badan daerah, yang bertugas sebagai pembantu kepala Daerah
dalam mengatur dan mengurus kelancaran fungsi inti (operating core). Perangkat
Daerah dibentuk sesuai dengan prinsip desain organisasi yang diwujudkan dengan
didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah, dan potensi daerah.?!

Pelaksana fungsi penunjang diwadahi dalam badan Daerah, yang memiliki
tugas khusus melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Daerah kabupaten/kota dalam
dalam melaksanakan fungsi koordinasi membentuk kecamatan yang selanjytnya
disebut sebagai Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya membantu
pemerintah kabupaten/kota, maka kecamatan bersifat sederhana dan intensitas
tinggi. Segala perangkat pembantu pemenrintana daerah seperti kepala dinas,
kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat dan camat bertanggung jawab
langsung kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Sekrektaris daerah
bertugas dalam melakukan pengendalian administrasi untuk memverifikasi

mengenai kebenaran yang disampaikan kepadanya.

Perangkat daerah dibentuk menggunakan dasar adanya urusan
pemerintahan baik urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib
berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan
dasar. Berdasarkan matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren bahwa
Perangkat Daerah mengelola unsur manajemen yang terdiri sarana dan prasarana,
personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemen. Fungsi
menejemen sendiri terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,

pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan.*?

Pasal 35 Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

menetapkan Dinas Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

2 Op. Cit, hlm. 44
2 Ibid
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1 Dinas Daerah kabupaten/kota merupakan unsur pelaksana Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2 Dinas Daerah kabupaten/kota dipimpin oleh kepala dinas Daerah
kabupaten/kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota.

3 Dinas Daerah kabupaten/kota mempunyai tugas membantu bupati/wali
kota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten/kota.

4 Dinas  Daerah  kabupaten/kota  dalam  melaksanakan  tugas
menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup
tugasnya;

d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota
terkait Pembinaan dan pengendalian Perangkat Daerah dalam

Peraturan

Penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antar Daerah
dan antar sektor, bertujuan supaya Pemerintah Daerah dapat taat kepada asas dan
norma dalam penataan kelembagaan Perangkat Daerah. Apabila terdapat
peraturan bupatitentang pembentukan perangkat daerah namun ternyata
melanggar dan bertentangan dengan ketentuan yang diatur oleh pemerintah, maka
menteri atau gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat dapat membatalkan
Peraturan bupatitersebut. Pemerintah Pusat melakukan fasilitasi melalui asistensi,
pemberian arahan, pedoman, supervisi, pelatihan, dan kerja sama dalam rangka
melaksanakan pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah. Dengan
dilaksanakannya langkah tersebut maka akan tercipta sinkronisasi dan simplifikasi

dan tercapai secara optimal. Dengan demikian maka Perangkat Daerah dapat
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secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan

kemampuan Daerah masing-masing.*

Perangkat Daerah dibentuk dengan prinsip desain organisasi dan
didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, rentang kendali, fleksibilitas, urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan potensi Daerah. Kepala
Daerah  sebagai  kepala pemerintahan daerah dalam  melaksanakan
penyelenggaraan pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari
unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur penunjang yang khusus
melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah diwadahi dalam inspektorat. Pada daerah kabupaten/kota guna membantu
dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan maka dibentuk kecamatan
yang kemudian disebut sebagai Perangkat Daerah. Kecamatan melakukan fungsi
koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan
intensitas tinggi. Kepala daerah selalu dibantu oleh kepala dinas, kepala badan,
sekretaris DPRD, kepala inspektorat dan camat dalam menjalankan
kewenanganya. Sehingga para pihak yang membantu kepala daerah bertanggung
jawab kepada kepala Daerah melalui sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah
memiliki tugas melakukan pengendalian terhadap administrasi untuk dilakukan
memverifikasi mengenai kebenaran yang disampaikan oleh para pihak pembantu
kepala daerah. Perangkat daerah dibentuk karena adanya urusan pemerintahan

yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada Daerah.
2.3  Kebijakan
2.3.1 Pengertian Kebijakan Daerah

Pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah memiliki
kewenangan untuk membentuk kebijakan publik. Kebijakan publik adalah suatu
ketentuan yang dibuat guna mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam membuat suatu

kebijakan, pemerintah daerah membutuhkan beberapa tahapan sampai

23 Sri Soemantri Martosoewirgnjo, 1992, Bunga Rampai Hukum Tata Negara, Alumni,
Bandung, Hlm. 72.
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terbentuknya kebijakan tersebut. Kebijakan publik memiliki beberapa variasi yang
dapat dipakai guna memahaminya. Salah satunya variasi yang dipakai adalah
aspek kedalaman yang mencakup kebijakan sebagai keputusan, proses
manajemen, intervensi pemerintah, democratic governanace.*® Pengertian

kebijakan publik sebagaimana disebutkan oleh beberapa ahli, antara lain:

Thomas R. Dye : “public policy is whatever governments choose
to do or not to do”, atau delinisi yang lebith kongkret seperti yang
dikatakan oleh Peters, “Public policy is the sum of activities of
governments, whatever acting directly or through agents, as it has on
influence on the lives of citizen.

Kebijakan publik selalu berhubungan dengan keputusan-keputusan
pemerintah yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat melalui
instrument-instrumen kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah berupa hukum,

pelayanan, transfer dana, pajak dan anggaran-anggaran.®

Amir Santoso mengemukakan pandangannya mengenai Kebijakan
Publik yakni:

“Para ahli yang menyamakan kebijaksanaan publik dengan
tindakan-tindakan pemerintah. Mereka cenderung menganggap semua

tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijaksanaan publik. Para
ahli memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan kebijaksanaan.”™®

Serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan
tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat disebut sebagai kebijakan publik.
Kebijakan publik merupakan bentuk nyata hubungan antara pemerintah dengan
masyarakat, jika pemerintah sebagai pembuat kebijakan maka masyarakat
merupakan penerima kebijakan. Pemerintahan yang baik dapat dihasilkan dari
kebijakan publik yang tranaransi, sehingga semua pihak dapat mengetahui
mengenai kebijakan yang dibuat. Begitupun sebaliknya, apabila kebijakan publik

dilakukan secara tidak transparan dan kaku maka akan mencuptakan citra yang

2 Sumber Internet : www.wikipedia.com : kebijakan diakses tanggal 11 April 2020

% Thomas R. Dye dalam Muchsin dan Fadillah Putra, 2002, Hukum dan Kebijakan
Publik, Malang, Averroes Press, hlm.9

¥ Amir Santoso, 1998, Analisa Kebijaksanaan Publik, Yogyakarta, PT. Hanindita Graha
Widya, hlm. 87


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

24

kurang baik bagi pemerintahan. Kebijakan publik umumnya berbentuk peraturan
bupatibaik pada tingkatan gubernur, bupati, ataupun walikota. Dalam membuat
kebijakan daerah haruslah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi,
dan peraturan tersebut tidak tumpang tindih dengan peraturan yang lainnya.
Kebijakan public merupakan sebuah bentuk dari produk hukum, sedangkan pada
suatu daerah hanya terdapat 2 (dua) produk hukum yaitu yang bersifat pengaturan
dan penetapan. Produk hukum yang sifatnya mengatur terdiri dari perda, peraturan
kepala daerah, dan juga peraturan bersama kepala daerah. Produk hukum yang
sifatnya penetapan seperti contohnya keputusan kepala daerah dan industry kepala
daerah.

2.3.2 Tahap Penyusunan Kebijakan Daerah
Tahap penyusunan kebijakan menurut William Dunn sebagai berikut:*’
1 Penyusunan Agenda

Agenda setting adalah sebuah proses untuk memilik ruang untuk
memahami mengenai masalah publik dan prioritas. Jika terdapat sebuah
isu yang menjadi masalah publik maka dapat menjadi prioritas dalam
agenda publik. Kemudian isu tersebut berhak mendapat alokasi sumber
daya publik yang lebih dari isu lain. Sangat penting untuk menentukan isu
publik yang dapat diangkat pada agenda pemerintah. Dengan adanya isu
kebijakan maka dimungkinkan terjadi perdebatan tentang rumusan,

rincian, penjelasan maupun penilaian suatu masalah tertentu.
2 Formulasi kebijakan

Isu atau masalah yang telah masuk kedalam agenda kebijakan
kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Para embuat kebijakan
mendefinisikan mengenai isu atau masalah untuk dicari solusi pemecahan

masalah. Suatu alternative atau pilihan kebijakan merupakan sebuah cara

¥ William Dunn, 1998, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta ,Gadjah Mada
University Press, hlm. 24
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untuk dapat memecahkan isu masalah yang ada. Setiap alternatif bersaing

untuk dapat diambil guna memecahkan masalah.
3 Adopsi/ Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses
dasar pemerintahan. Ketika pemerintah menginginkan masyarakatnya
mengikuti setiap arahan maka legitimasi yang ada dalam masyarakat harus
diatur oleh kedaulatan rakyat. Legitimasi dapat dikelola melalui
manipulasi simbol-simbol tertentu, melalui proses ini orang belajar untuk

mendukung pemerintah.
4 Penilaian/Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan menyangkut penilaian kebijakan yang
mencakup substansi, implementasi dan dampak. Evaluasi dipandang
sebagai kegiatan fungsional, artinya tidak hanya dilakukan pada tahap
akhir melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Sesuai dengan
penjelasan sebelumnya bahwa, maka evaluasi kebijakan meliputi tahap
perumusan masalah, alternatif untuk menyelesaikan masalah,

implementasi, dan dampak kebijakan.

Dalam menyusun Peraturan bupatimengacu pada ketentuan Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah. Dalam penyusunannya diawali
proses persiapan dengan pengajuan Rancangan Peraturan Daerah. Rancangan
tersebut dapat berasal dari DPR ataupun pemerintah daerah baik gubernur, bupati,
atau walikota. Penyusunan rancangan peraturan dilaksanakan oleh Pimpinan

satuan kerja perangkat daerah dan diketahui oleh pimpinan tim.*®

8 Ibid
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24  Peraturan Daerah
2.4.1 Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan bupatimenurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
adalah Peraturan bupatiPropinsi dan/atau Peraturan bupatiKabupaten/Kota.
Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perda merupakan sebuah peraturan
yang dibentuk DPR dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Perda dibentuk
dengan tujuan menyelenggarakan otonomi daerah baik propinsi, kabupaten,
maupun kota dengan memperhatikan ciri khas masing — masing daerah. Hal ini
juga sama dengan materi yang menjadi muatan perda, bahwa materi hanya dalam
lingkup menjalankan otonomi daerah. Dalam menyusun rancangan peraturan
bupatimaka proses awalnya adalah mengajukan rancangan terlebih dahulu,

rancangan tersebut berasal dari DPR.
2.4.2 Prosedur Pembentukan Peraturan Daerah

Lembaga pembentuk Peraturan bupatiKabupaten/Kota dilaksanakan oleh
Bupati /Walikota sebagai Kepala Eksekutif di daerah masing-masing.”” Dalam
pembentukannya peraturan bupatidibentuk oleh lembaga legislatif yaitu DPRD
bersama Kepala Pemerintahan sebagai lembaga eksekutif. Hal ini sejalan dengan
pembentukan undang-undang di tingkat nasional yang dibentuk oleh DPR dan
mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.®’ Ada berbagai jenis
Perda yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Propinsi

antara lain :

a. Pajak Daerah;

b. Retribusi Daerah;

c¢. Tata Ruang Wilayah Daerah;
d. APBD;

2 Soimin, 2010, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara di
Indonesia, Yogyakarta, UII Press, hlm.110
30 Ibid, hlm.110
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e. Rencana Program Jangka Menengah Daerah;
f. Perangkat Daerah;

g. Pemerintahan Desa;’!

Pemerintah dacrah memiliki kewenangan dalam membuat peraturan
daerah. Peraturan bupatiditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan
persetujuan bersama dengan DPRD.* Program Legislasi daerah dilaksanakan
guna menyusun perda, sehingga terjadinya tumpang tindih antara peraturan yang
satu dengan yang lain sangat diharapkan tidak terjadi.”® Jika pembahasan
mengenai raperda dalam rapat akhir di DPRD telah selesai dan mendapat
persetujuan maka selanjutnya akan dikirim kepada pemerintah daerah oleh
pimpinan DPR. Dalam menyerahkan raperda kepada pemerintah dacrah melalui
sekretariat daerah untuk mendapatkan pengesahan. Pengesahan dilakukan oleh
pemerintah daerah dengan menandatangani Perda tersebut. Jika telah disahkan,
maka selanjutanya perda diberikan penomoran dan dalam hal ini yang

bertanggung jawab adalah sekretariat daerah.

Definisi daerah otonom adalah, diberikannya wewenang dari pemerintah
pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan dan mengelola urusan
pemerintahannya, kepala pemerintah daerah juga diberik wewenang untuk
membentuk peraturan bupatijika diperlukan. Dalam merumuskan peraturan
bupatiharus tetap berada dalam batas dan tidak melanggar norma dan peraturan
yvang telah ada. Hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah diatur dalam
bentuk norma yang mengikat kedua belah pihak, norma tersebut dibuat oleh

pemerintah pusat.

31 Bambang Setyadi, 2007, Pembentukan Peraturan Daerah, dalam Buletin Hukum
Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 5 Nomor, hlm. 2

3 Siswanto Sunarno, 2010, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta, Sinar
Gratika, hlm.37

33 http://birchukum.jogjaprov.go.id/index.php/berita/provinsi-diy/443-pembentukan-perda
oleh Moedji Rahardjo
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2.4.3 Kedudukan Peraturan Daerah

Menurut Keith Davis partisipasi adalah keterlibatan dalam kelompok yang
mendorongnya untuk memberikan sumbangan guna mencapai tujuan serta turut
bertanggungjawab terhadap usaha yang bersangkutan. Masyarakat merupakan
bagian penting yang nantinya akan terhadap tegaknya negara dan tercapainya
tujuan nasional. Sehingga masyarakat harus memiliki kesadaran dan hasrat untuk
berpartisipasi bersama pemerintah dalam membangun negara. Warna Negara
dapat melakukannya dengan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan
pembangunan di wilayahnya karena partisipasi selalu dikaitkan dengan peran

serta.’*

Partisipas1 adalah sebuah kesediaan seseorang dengan turut serta
membantu berhasilanya setiap program sesuai dengan kemampuannya. Partisipasi
dapat berfungsi sebagal suatu kemitraan dalam pembangunan. Terciptanya
partisipasi dapat dilakukan dengan kita saling percaya dan saling pengertian
antara pemerintah dan anggota masyarakat. Saling percaya dan pengertian dapat
dipupuk melalui saling percaya dan jujur antara aparat dengan masyarakat.
Masyarakat adalah kelompok manusia yang dapat bekerja sama sehingga mereka
dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai suatu

kesatuan sosial.

Partisipasi masyarakat dapat dilihat dalam Pasal 96 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa masyarakat berhak
memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukaan peraturan
perundang-undangan. Masukan tersebut dapat dilakukan melalui rapat dengar
pendapat umum. Hal ini sejalan dengan Pasal 139 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan
masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka

penyiapan atau pembahasan rancangan perda.

# hitp://www.pengertianahli.com/2014/03/pengertian-partisipasi-masyarakat.html
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2.5  Pengertian Sampah dan Jenis-Jenis Sampah
2.5.1 Pengertian Sampah

Menurut Kamus [stilah Lingkungan, sampah adalah bahan yang tidak
mempunyai nilai atau tidak berharga.” Menurut Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa
dari kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
Sampai terjadi karena merupakan sebuah bahan yang oleh manusia tidak inginkan
setelah menggunakannya. Manusia mendefinisikan sampah menurut tingkatan
kasta keterpakaiannya. Pada dasarnya konsep sampah itu tidak pernah ada, yang
ada hanya produk yang sisa pemakaian. Menurut beberapa sumber, ada beberapa

pengertian sampah, yaitu :

a. Sampah (waste) adalah benda yang tidak digunakan kembali yang berasal
dari rumah maupun industri.

b. Sampah tidak mempunyai nilai karena diditolak atau buangan.

c. Sampah adalah terbuang atau dibuang yang merupakan hasil aktivitas
manusia atau alam yang belum memiliki nilai ekonomis.

d. Sampah dapat menjadi sumber yang mencemari lingkungan, sebab sampah
adalah sebuah limbah. Sampah juga dapat menjadi timbunan dan merusak

keindahan kota serta bau yang tidak sedap.*®

Jika masyarakat tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya, dengan
membuang sampah sembarangan maka akan menyebabkan lingungan kotor.
Lingkungan yang kotor merupakan sarang bagi penyakit, selain itu juga merusak
keindahan serta menimbulkan bau yang tidak sedap. Dari beberapa penjelasan
sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa sampah adalah limbah yang
merupakan sisa aktivitas manusia. Sampah terjadi karena manusia tidak lagi
menggunakan barang yang akan menjadi sampah tersebut. Sampah merupakan

sebuah kotoran yang susah diurai oleh bumi, hal ini berbeda dengan sampah

3 DPU, 2012, Bank Sampah Surabaya
% Bambang Suwerda, 2012, Bank Sampah Kajian Teori dan Penerapan ; Diseriai
Penerapan Bank Sampah di Dusun Badegan Bantul, Yogyakarta, Pustaka Rihama, hlm.9
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organis yang dapat diuarai oleh bumi sehingga tidak mencemari lingkungan
apabila sampah tersebut dikelola dengan baik. Hal ini menyiratkan bahwa terdapat
2 (dua) jenis sampah yaitu organik dan anorganik. Sampah organik berasal dari
sampah yang ramah lingkunan karena mudah divarai oleh bumi, sedangkan
sebaliknya dengan sampah anorganik yang berasal dari sampah plastik sehingga
sulit diurai oleh bumi. Sampah anorganik membutuhkan waktu yang sangat lama

untuk dapat diurai oleh bumi, bahkan sampai membutuhkan waktu ribuan tahun.’’

Pemerintah perlu fokus pada masalah penanganan sampah di daerah
masing-masing. Sampah merupakan masalah yang serius di kota — kota besar
seperti Jakarta dan sekitarnya. Dalam menangani sampah pemerintah
membutuhkan biaya yang tidak sedikit, pemerintah juga dapat bekerja sama
dengan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang pengelolaan sampah. Selain itu
masyarakat juga perlu berpartisipasi dalam menangani sampah. Cara yang paling
sederhana adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan, selain itu dapat
dimulai dengan mengurus sampah yang terdapat dirumah masing — masing.
Sampah merupakan barang sisa atau buangan yang sudah tidak dipergunakan lagi.
Masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya
menjaga kebersihan lingkungan. Masyarakat juga belum banyak yang tau bahwa
sampah dapat dikelola sehingga dapat memberikan nilai ekonomis. Hal ini
kembali lagi kepada kesadaran dan cara berpikir yang kreatif dalam mebgelola
sampah. Pada jaman sekarang ini telah banyak produk yang berasal dari daur
ulang sampah, terdapat bayak tokoh masyarakat yang mengembangkan usaha dari

daur ulang sampah sehingga sampah memiliki nilai ekonomis.
2.5.2 Jenis-Jenis Sampah

Sampah memiliki beberapa jenis yang terdapat pada lingkugan Kkita,
berbedanya jenis sama berarti berbeda pula cara mendaur ulangnya. Sampah
anorganik yang salah satunya terdiri dari plastic dapat didaur ulang kembali

menjadi kemasan baru oleh pabrik, sedangkan plastic juga dapat di daur ulang

37 Ibid
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menjadi baru baru oleh masyarakat dan dapat menghasilkan keuntungan. Jenis-

jenis sampah berdasarkan sifatnya dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:*®*

d.

Sampah organik atau sampah yang dapat diurai (degradable) adalah
sampah yang berasal dari sisa makanan, sayuran, daun- daun kering yang
mudah membusuk. Sampah yang cepat membusuk dapat diolah lebih
lanjut menjadi kompos;

Sampah anorganik atau sampah tidak terurai (undegradable), yaitu
sampah yang berasal dari plastik pembungkus makanan, kertas, botol dan
gelas minuman, kaleng yang tidak mudah membusuk. Sampah anorganik
ini dapat diolah kembali menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis.
Sampah anorganik dapat didaur ulang berdasarkan jenisnya, karena tidak
semua barang anorganik dapat di daur ulang kembali menjadi barang baru.
Sampah anorganik yang dapat di daur ulang dan dijual antara lain plastik,

kain, botol, kaca, gelas bekas minuman, kaleng, dan kertas.

Berdasarkan bentuknya sampah dapat dibagi menjadi beberapa jenis,

antara lain:

1

Sampah Padat, sampah tersebut biasanya berupa sampah sisa dari aktivitas
rumah tangga seperi sampah dapur, kebun, plastik, metal, dan gelas.
Sampah padat juga berasal dari sampah organik dan anorganik.
Berdasarkan kemampuan diurai oleh alam (biodegradability), maka dapat
dibagi lagi menjadi :

a) Biodegradable : yaitu sampah yang dapat diuraikan secara
sempurna oleh proses biologi, biasanya sampah ini juga berasal
dari alam sehingga alampun juga mudah untuk mengurainya.
Sampah yang berasal dari alam dapat berupa sayuran, sampah
pertanian dan perkebunan.

b) Non-biodegradable : yaitu sampah yang tidak bisa diuraikan oleh

proses biologi.

#Muhammad Santo, 2013, Buku Panduan Sistem Bank Sampah, Jakarta, Yayasan

Unilever Indonesia, hm. 18
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Recyclable : sampah yang memiliki nilai ekonomis jika didaur
ulang kembali. sehingga sampah ini dapat diolah dan digunakan
kembali oleh masyarakat.

Non-recyclable : sampah ini merupakan kebalikan dari recyclable,
sebab sampah ini tidak tidak memiliki nilai ekonomi dan tidak
dapat didaur ulang kembali menjadi barang baru. Sehingga
masyarakat tidak menggunakan sampah jenis ini jika ingin

mendaur ulang kembali suatu sampah.

2 Sampah Cair, yaitu sebuah sampah yang berasal dari cairan yang tidak

digunakan lagi. Berikut adalah jenis — jenis sapah cair:*

a)

b)

Limbah hitam: sampah cair yang dihasilkan dari toilet. Sampah ini
berbahaya karena mengandung zat patogen.

Limbah rumah tangga: sampah cair yang merupakan hasil aktivitas
rumah tangga seperti dapur, kamar mandi dan tempat cucian. Sama
halnya dengan limbah hitam yang berasal dari kamar mandi,
sampah yang merupakan hasil aktivitas rumah tangga juga terdapat

patogen yang merupakan zat berbahaya.

3 Sampah alam merupakan sampah yang berasal dari alam itu sendiri,

diproduksi di kehidupan liar dan diintegrasikan melalui proses daur ulang

alami. Sampah alam sama halnya dengan sampah organic karena sangat

mudah diurai oleh alam, daun kering di hutan merupakan contoh dari

sampah alam yang terurai menjadi tanah. Jika dikehidupan alam sampah —

sampah ini tidak menjadi suatu masalah, tetapi berbeda halnya dengan

dikehidupan yang berada di lingkungan pemukiman masyarakat.

Masyarakat akan merasa terganggu dengan adanya sampah alam tersebut

karena juga dapat merusak pemadangan.

3 Ibid, hlm. 19
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4 Sampah manusia (human waste) adalah sampah yang dihasilkan dari sisa
pencernaan manusia seperti feses dan urin. Berkaitan dengan sampah
manusia, tidak boleh dipandang remeh atau tidak terdapat masalah sebab
sampah dari manusia dapat menjadi sangat bahaya dan serius. Sampah
manusia tersebut dapat menyerang dan menganggu bagi kesehatan
manusia karena dapat digunakan sebagai sara perkembangan suatu
penyakit. Penyakit ini disebabkan oleg adanya virus dan bakteri yang
singgah kedalam sampah manusia tersebut. Agar manusia terhindar dari
berbagai penyakit yang berasal dari sampah manusia, maka sebaikya
hiduplah secara sehat dan menjaga lingkungan tetap bersih dan higienis.
Sebagai solusi untuk dapat mengurangi sampah manusia tersebut, maka
terdapat suatu cara yaitu melalui sistem urinoir tanpa air. Selain itu itu
untuk mengurangi terjadinya perkembangbiakan suatu penyakit, maka
dalam pembuangan sampah manusia haruslah dibuatkan tempat

penampungan sehingga tidak dijangkau manusia secara langsung.

5 Sampah Konsumsi, merupakan sampah yang dibasilkan dari pengguna
barang. Sampah konsumsi biasanya oleh manusia dibuang ke tempat
sampah karena merupakan hasil konsumsi mereka dan telah tidak
digunakan kembali. sampah konsumsi merupakan sampah yang umum
dipikirkan manusia. Meskipun banyaknya sampah konsumsi di lingkungan
kita namun julah sampah konsumsi termasuk dalam kategori jauh lebih
kecil jika dibandingkan sampah hasil dari proses pertambangan dan

industri.

6 Limbah radioaktif, merupakan sebuah sampah nuklir yang berasal dari fusi
nuklir. Fusi nuklir tersebut dihasilkan oleh uranium dan thorium dan
sangatlah berbahaya bagi lingkungan hidupdan juga manusia. Karena
sangat berbahaya maka sampah nuklir tersebut disimpan pada tempat yang

jauh dari manusia, dan tempat tersebut memiliki potensi untuk tidak
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dilakukannya aktivitas manusia. Tempat yang dapat dituju antara lain

bekas tambang garam atau dasar laut.

Sampah dari Rumah Tangga, sesuai dengan namanya maka sampah ini
dihasilkan dari kegiatan rumah tangga seperti hasil makanan, barang bekas
perlengkapan rumah tangga, kertas, kardus, gelas, kain, sampah dari kebun
dan halaman. Sampah rumah tangga biasanya mengandung sampah
organik dan anorganik, selain itu juga terdapat sampah yang berbahaya
dan mengandung racun. Sapah berbahaya dan mengandung racun tersebut
membutuhkan penanganan khusus agar tidak berdampak pada lingkungan

sekitar.*?

Sampah dari Pertanian, merupakan sampah yang berasal dari kegiatan
pertanian. Pada umumnya dapat berupa sampah yang mudah membusuk
seperti rumput dan jerami. Guna menangani sampah yang berasal dari
pertnian, maka biasanya dilakukan pembakaran. Pembakaran sendiri
dilakukan setelah panen dan setelah rumput atau jerami tersebut kering,
jerami atau rumput dikumpulkan kemudian dibakar. Jerami dapat diolah
menjadi  sebuah pupuk, namun tidak banyak petani yang
memanfaatkannya. Dalam proses pertania, petani menggunakan pupuk
dari bahan non alam seperti pestisida dan pupuk buatan yang berbahaya
dan mengandung racun bagi manusia. Sehingga perlu untuk mendapat
penanganan khusus dalam mengurangi sampah tersebut agar tidak

mencemari lingkungan

Sampah dari Industri, yang merupkan hasil dari kegiatan industri. Sampah
yang dihasilkan jenisnya beragam, hal ini karena tergantung dari bahan
baku yang digunakan, proses produksi, dan produk yang dihasilkan.
Dalam rangka mengurangi jumlah sampah maka perlu dilakukannya

penerapan produksi bersih di kawasan industri.

40 Ibid, hlm. 16


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

35

Sampah dapat berupa bentuk padat, cair, atau gas. Jika sampah berbentuk
gas maka sampah tersebt dapat disebut dengan emisi. Dalam kehidupan sehari —
hari emisi dapat dikaitkan dengan polusi, polusi sendiri berasal dari gas atau asap
yang dihasilkan oleh suatu kendaraan. Pada kehidupan perkotaan yang besar,
terdapat banyak kendaraan baik sepeda motor maupun mobil yang mengasilkan
asap kendaan dan dapat menjadi polusi. Selain itu, pada pinggiran kota besar
terdapat banyak sekali pabrik dan juga menghasilkan polusi. Polusi — polusi
tersebutlah yang dikaitkan dengan emisi. Dalam kehidupan sehari hari, jumlah
sampah yang besar berasal dari aktivitas industri (limbah industry), hampir
seluruh dari produk industri akan menjadi sampah pada suatu waktu. Sampah
yang dihasilka oleh pabrik cukup kompleks, terdapat sampah padat seperti plastic.
Selain sampah padat juga terdapat sampah cair yang berasal dari limbah
pembuangan pabrik tersebut, jenis sampah terakhir yang dihasilkan oleh industry

adalah dalam bentuk gas.'

4 Ibid, hlm. 18
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4.1

BABIV

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, penulis memberikan kesimpulan

sebagai berikut:

1.

Pengelolaan sampah di Indonesia belum diatur oleh peraturan tingkat
pusat, namun beberapa daerah telah memiliki peraturan bupatiyang
mengatur tentang sampah. Peraturan mengenai sampah belum diatur
secara terperinsi oleh peraturan pusat, yang diatur hanyalah sebatas hal
yang umum. Pemerintahan Kabupaten Lumajang merupakan salah satu
daerah yang telah membuat peraturan mengenai sampah yaitu tertuang
pada Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2019 mengenai
pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Peraturan bupati
tersebut mencakup peraturan yang mengatur mengenai segala jenis dan
pembatasan Plastik sekali pakai. Selain itu juga terdapat peraturan
mengenai penggunaan produk sekali pakai, bahkan Sanksi
Administratif. Permalahan tentang sampah selalu berkembang dan
berbeda dar1 waktu ke waktu, oleh sebab itu diperlukannya perubahan
atau perbaikan peraturan yang ada supaya dapat sesual dengan
keadaan. Pemerintah dapat membuat kebijakan untuk mengurangi
pemakaian plastic dengan menerapkan plastik berbayar, pemerintah
Juga dapat membatasi bahkan melarang produksi plastik sehingga hal
ini akan mebuat konsumen mau untuk membawa kantong sendiri.

Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemerintah Dalam
Memaksimalkan Peraturan Pemerintah Kabupaten Lumajang Nomor
56 Tahun 2019 adalah dengan didasarkan pada Pasal 17 dan Pasal 18,

yaitu apabila ditemukan ketidaktaatan dari pengguna PSP maka akan
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dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pemberian sanksi
administratif (Pasal 17). Sanksi Adminstratif terdiri atas teguran
tertulis dari Bupati melalui dinas yang membidangi, dan Membuat

surat pernyataan kesanggupan mengurangi penggunaan PSP.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis mencoba

memberikan saran sebagai solusi yang dapat membangun, yakni :

L.

Diharapkan Pemerintah Kabupaten Lumajang perlu melakukan
sosialisasi kepada masyarakat agar belanja membawa kantong belanja
yang ramah lingkungan yang dapat digunakan berulang-ulang atau
tidak sekali pakai dengan tujuan untuk mengurangi sampai plastik dan
menjaga kelestarian lingkungan khususnya lingkungan daerah
Kabupaten Lumajang.

Perlu adanya pengaturan yang mewajibkan pemerintah pusat untuk
menekan para pithak yang usahanya dibidang pembuatan biji plastik
untuk membuat kantong plastic yang ramah lingkungan yang mudah
terurai.

Diharapkan para pelaku usaha dapat menyediakan kantong belanja
ramah lingkungan dengan harga yang terjangkau dan dapat diterima

masyarakat.
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